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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Keikutsertaan Indonesia dalam WTO menjadi suatu yang menarik untuk 

diteliti lebih jauh. Lebih-lebih pasca tumbangnya orde baru, dimana diskursus 

tentang globalisasi mencuat kembali dan kian santer diberbincangkan oleh semua 

elemen masyarakat. Kepemimpinan SBY-JK sebagai presiden pertama yang 

dipilih langsung oleh masyarakat tentu menjadi menarik untuk dikaji, lebih-lebih 

dalam aspek politik dagang. Dalam catatan Serikat Petani Indonesia terdapat 

cacatan merah kepemimpinan ini dalam sektor pertanian. arah pembangunan yang 

cengderung liberal dinilai tidak sejalan dengan visi-misi yang diusung sang 

pemimpin ketika kampanye. 

Alih-alih sistem perekonomian pancasila yang kita anut (seperti yang 

tertuang dalam dasar konstitusi negara) sebagai antitesa dari system ekonomi 

liberal, namun dalam realitas prakteknya kecenderungan ekonomi liberal yang 

dianut. Terjadi sebuah paradoks antara wacana dan realita. Meminjam pendapat 

J.M. Keynes, ekonom Inggris, bahwa tujuan yang berbeda tidak mungkin hanya 

dicapai hanya dengan  mengubah kebijakan dan strtegi saja, tetapi harus dengan 

cara mengubah teorinya, yaitu ekonomi yang melandasi kebijakan dan stategi 

ekonomi itu. 

Kaitannya dengan WTO dan Indonesia dalam konteks pangan, perlu dilihat 

menggunakan satu pendekatan yang komprehensif. Relasi kekuasaan (Power) 
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yang ditawarkan oleh Barnett dan Duvall kiranya mampu menjadi instrument 

penting dalam melihat dan mengurai relasi tersebut secara utuh dan menyeluruh. 

Dalam hal ini Barnett dan Duvall, mengunakan empat konsep power, compulsory, 

productive, structural dan institutional power. 

Dari keempat konsep power yang digunakan dalam melihat relasi WTO 

dengan Negara (baca; Indonesia) konsep Compulsory dan Productive power 

dirasa tidak relevan untuk diterapkan. Pasalnya, Compulsory melihat aktor secara 

face to face dimana menekankan pada penggunaan sumberdaya material untuk 

mentaklukkan negara lawannya. Pendekatan ini lazim digunakan pada era 

kolonial sedangkan dalam era post kolonial pola ini sudah jarang ditemui. Di 

samping itu dalam konteks WTO pola seperti yang digambarkan kaum realis ini 

susah untuk ditemukan secara empiris. Sedangkan dalam konsep productive 

power, melihat pola relasi dalam bentuk yang abstrak, yakni melalui gagasan, 

wacana dan ide. Pola ini hampir sama dengan konsep yang dikembangkan 

Gramscy lewat konsep Hegemony di mana, power dilihat dalam bingkai gagasan, 

ide yang mampu menundukkan suatu negara guna melancarkan kepentinganya. 

Dalam penerapannya konsep ini mengalami beberapa kesulitan jika digunakan 

untuk melihat pola relasi WTO dengan Negara, pasalnya akan terjadi kesulitas 

untuk menentukan parameter untuk melihat serta mengukur pola relasi itu. 

Dengan kata lain konsep ini terlalu abstrak untuk dapat digunakan, meskipun 

penulis menyadari bahwa penagruh lewat wanaca dan gagasan tidak bisa 

dinafikan dalam melihat sebuat proses hubungan.  
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Dari urian tersebut akhirnya penulis dapati terdapat dua konsep dari Barnett 

dan Duvall yang cukup relevan digunakan dalam melihat dan menganalisa pola 

relasi yang ada, antara WTO dan Pemerintahan Indonesia dalam konteks 

kebijakan pangan. Kedua konsep itu adalah Struktural Power dan Instutional 

Power. 

Dalam membaca relasi kuasa WTO, Struktural power memberikan 

gambaran bahwa pola relasi itu terbentuk dan membangun sebuah hubungan 

didasarkan pada kapitalisme global. Di mana bentuk dasar tatanan ini adalah 

ketidak setaraan dan ketidak adilan, terdapat pola hubungan yang saling 

eksploitatif oleh Negara kaya atas Negara miskin. Pola ini nampak pada posisi 

Negara-negara bergekembang yang dijadiakn objek penderita, atas kebijakan-

kebijakn yang sangat merugikan bagi Negara-negara sedang  berkembang. 

Ketidak berdayaan Indonesia dalam forum-forum perundingan menandai 

bagaimana kekuatan negara kaya yang masih mendominasi. Dan pertarungan 

pengaruh dan kepentingan anatara AS dan Eropa semakin memperjelas posisi 

ketidak adilan yang dialami Negara sedang berkermbang. 

Sedangkan dalam analisa Institutional power, relasi kuasa itu tercipta 

sebagai akibat dari kebijakan yang mengikat dari sebuah institusi atau lembaga, 

dalam hal ini WTO. WTO adalah organisasi multilateral yang mempunyai sifat 

legally binding (mengikat secara hukum). Produk perjanjian sebagai hasil dari 

forum-forum perudingan sudah barang tentu mempunyai implikasi bagi Negara-

negara yang terikat dalam keanggotaan. Dengan kata lain  institusional power, 

diartikan bahwa adanya satu pihak yang mengndalikan secara tidak langsung 
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pihak lain, lewat serangakaian instrument yang mengikat yang bertujuan 

memberikan keuntungan bagi pihak tersebut. Hal ini bisa dilihat lewat 

serangakaian kebijakan pada era SBY-JK, lewat kebijakan impor beras dalam 

jumalah yang fantastis pada tahun 2004, impor benih pada 2005, impor beras dan 

kedelai pada 2007, ketentuan BULOG tentang criteria beras, kasus gugatan benih 

oleh MNC serta kegagalan Program RPPK adalah serangkaian kebijakan hasil 

dari penyesuaian kebijakan AoA, lewat mekanisme pengurangan subsidi, 

dukungan akses pasar serta mekanisme TRIPs. 
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